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ABSTRAK 
The relationship between maqashid sharia and economic requires the use of maqashid approach 
in the construction of Islamic economic theories and policies. Actually, maqashid sharia analysis 
strengthen the character of social teaching and muamalah in Islam that is goal oriented. This 
methods try to elaborate the universal principles with the particular rules, prioritize the 
expediency and avoid the damage, and consider the impact in establishing a legal and policy. 
This study uses qualitative methods of literature by an interdisciplinary approach. Tracing the 
source of documents and studies using descriptive-analytic to collect, reduce, and verify and 
present the source. Interpretation methods are used to support data analysis descriptive.  
In this paper, maqashid approach procedure is used to evaluate the theories and policies on 
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Hak milik yang efektif dan baik (well-defined) dianggap penting bagi kondisi awal pertumbuhan 
ekonomi. Penegakan dan regulasi tatanan kepemilikan menjadi penopang proses pembangunan 
ekonomi121. Pentingnya dasar penetapan susunan hak milik dengan melihat fakta bahwa hak-hak 
milik tersebut berpengaruh dan mengubah distribusi pendapatan (the distribution of income)122. 
Para ahli ekonomi berpendapat bahwa transaksi-transaksi pasar menjadi lebih efisien apabila 
hak-hak kepemilikan dijalankan.  
North dan Thomas melihat adanya variasi kinerja ekonomi di beberapa negara dalam 
kaitannya dengan kehadiran (atau ketidakhadiran) institusi hak milik. Feder dan Feeny, 
berpendapat bahwa antara pembangunan ekonomi dengan institusi hak milik yang mapan 
berkorelasi positif123. Bahkan O`Driscoll dan Hoskins menyatakan bahwa sejarah pembangunan 
ekonomi hanya dapat dijelaskan dengan hak milik individu, aturan hukum, dan kelembagaan 
penting lainnya. Para ekonom klasik memahami hal ini, but didn’t emphasize what they took to 
be obvious. Munculnya negara bangsa di abad ke-20 dan disertai oleh penurunan ide-ide liberal 
klasik, dikarenakan para ekonom melupakan dasar-dasar pembangunan. Mereka menerima 
absurditas sebagai fakta. Karena itu O`Driscoll dan Hoskins mengusulkan perlunya mengganti 
bantuan-bantuan yang selama ini untuk fashionable development programs dengan bantuan 
untuk pengaturan kelembagaan yang melindungi hak milik, meningkatkan sistem harga pasar, 
dan mengurangi hambatan perdagangan, sehingga diharapkan dapat memberikan masa depan 
ekonomi yang lebih baik124. 
Regulasi dan penegakan tatanan kepemilikan menjadi lebih signifikan bila dilihat dari 
perspektif maqashid syari`ah (tujuan-tujuan syariah) : al shidqu wa al bayan (kejujuran dan 
kejelasan). Bahwa suatu transaksi muamalah termasuk di dalamnya masalah kepemilikan 
hendaknya berlangsung secara transparan, sungguh-sungguh (jujur), dan jelas guna menghindari 
mafsadah (kerusakan), konflik, dan pertikaian yang akan mencederai tujuan syariat pada harta 
(hifdhu al maal, terjaganya harta). 
Ekonomi yang menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia, bagi Islam, tidak lepas 
dari dua bentuk interaksi; vertikal dan horisontal. Karena itu Chapra mendefinisikan ilmu 
ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan 
                                                          
121Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi, (Malang: Bayu Media, 2006), 
hlm.159. 
122Abdel Hameed M. Bashir, 2002. Property Right, Institutions and Economic Development, Humanomics 18 (3): 
75. 
123G. Feder, and D Feeny, Land tenure and property rights: theory and implications for development policy, (The 
World Bank Economic Review, 1991) vol. 5 (1): pp. 135-153. 
124Gerald P. O`Driscoll and Lee Hoskins, Property Right, The Key to Economic Development, (Policy Analysis, 
482, August 7, 2003) hlm. 14. 
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manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan 
maqashid  (tujuan-tujuan syari`ah), tanpa mengekang kebebasan individu ...”125. 
Bagi Chapra ekonomi dalam Islam menjadikan alokasi dan distribusi sumber-sumber 
daya sebagai obyeknya yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia baik material, 
spiritual, dan kesejahteraan yang komprehensif. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh 
ekonomi Islam adalah yang selaras dengan maqashid syari`ah (tujuan-tujuan syari`ah). Artinya, 
kesejahteraan itu terletak pada perlindungan terhadap agama (diin), diri (nafs), akal, keturunan 
(nasl), harta benda (ekonomi). 
Definisi Chapra ini selaras dengan ajaran sosial dan muamalah Islam yang berorieantasi 
pada tujuan (goal oriented). Bahkan dikatakan oleh Fasy bahwa maqashid (tujuan-tujuan) itu 
menjadi inti (shamim) bagi syariat Islam, bukan faktor eksternal yang terpisah dari ajarannya. 
Sehinga prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada 
tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata 
sosial Islam. Dengan demikian ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan maqashid 
syariah126. 
Ekonomi Islam dalam perspektif maqashid syariah, seperti yang dikatakan oleh Rafee, 
tercermin dalam hubungan antara yang juz`i (partikular) dengan yang kulli (universal), cabang 
dengan pokok. Hubungan itu oleh Rafee dirumuskan dalam tiga hal berikut127:  
Pertama, ekonomi Islam sebagai instrumen (wasilah) untuk menciptakan kemakmuran 
di muka bumi (‘imarat al ardl) yang menjadi tujuan Islam. Ekonomi Islam sebagai salah satu 
aktifitas kemanusiaan menjadi instrumen penting bagi realisasi ayat, “Dia telah menciptakan 
kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” (Hud: 61) Memakmurkan bumi 
sejatinya melibatkan berbagai instrumen diantaranya dakwah, memberantas penindasan 
menebarkan keadilan, menciptakan keamanan, hingga melalui kegiatan-kegiatan materi 
(ekonomi). 
Kedua, ekonomi Islam sebagai instrumen (wasilah) untuk merealisasikan hifdhu al maali 
(perlindungan harta) yang menjadi salah satu tujuan syariat. 
Bila harta menjadi inti bagi kegiatan ekonomi Islam, maka para pakar maqashid 
menempatkan masalah harta sebagai maqashid Islam yang menjadi jaminan dasar yang diberikan 
kepada manusia, baik perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar  itu  adalah:  
                                                          
125M. Umar Chapra, Maa Huwa al Iqtishad al Islamy, (Jeddah: Al Ma`had al Islamy li al Tadrib wa al Buhuts, 
1993). 
126Allal Fasy, Maqashid Syari`ah wa Makarimuha, (Maroko, Dar al Gharb al Islami, 1993), hlm. 51-52. 
127Mehmad Rafee, Al Bina` al Maqashidi li al Bahts al Ilmi fi al Iqtishad al Islami. Al Mu`tamar al `Alamy al 
Sabi` li al Iqtishad al Islamy, Markaz al Abhats al Iqtishad al Islamy, Jami`ah al Malik Abdul Aziz, 2007.  
 
Proceedings ICIEF’15, Mataram, 25-27 of August 2015  1095 
 
(1) hifdzu al dini, jaminan perlindungan dan keselamatan agama,  (2) hifdzu al nafsi, jaminan 
perlindungan dan keselamatan fisik  warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan 
hukum, (3),  hifdzu al nasli, jaminan perlindungan dan  keselamatan keluarga dan keturunan, (4) 
hifdzu al maali, jaminan perlindungan dan keselamatan harta benda dan hak milik, dan (5) hifdzu 
al aqli, jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual128. Kegiatan ekonomi 
dengan berbagai variannya, pada akhirnya adalah sarana operasional dalam rangka melindungi 
harta. 
Ketiga, disamping menjadi instrumen perlindungan harta, ekonomi Islam juga sebagai 
sarana penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia sebagai obyek taklif (beban 
syariat) yang berkewajiban menyembah dan mengabdi kepada Allah Swt129. Ekonomi Islam 
secara teoritis bertanggung jawab untuk mengarahkan segala aktifitas ekonomi untuk menopang 
tujuan agung ubudiyah ini dengan mengarahkan manusia menjadi homo Islamicus, bukan homo 
economicus yang bebas nilai. 
Hubungan antara maqashid syariah dengan ekonomi ini meniscayakan bahwa ekonomi 
Islam membutuhkan analisis maqashid dalam membangun teori-teori dan kebijakan-
kebijakannya. Metode maqashid ini terbentuk di atas pondasi maqashid syariah yang 
mengajarkan bahwa setiap yang diciptakan dan disyariatkan oleh Allah memiliki maqashid 
(tujuan). Maka, wajib untuk memahami maqashid ini dan bertindak sesuai dengan tujuan ini. 
Dengan demikian metode ini mengajak untuk memastikan tujuan (maqashid), memastikan 
landasan, dan menjelaskan prioritas dan kelayakannya, sebelum memasuki detail-detail tema. 
 
METODE 
Penelitian ini adalah library research. Sebagai studi kepustakaan, maka metodologi penelitian 
ini menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian terhadap kepustakaan 
menekankan pada esensi yang terkandung dalam suatu buku, bukan berarti meneliti bukunya. 
Mengingat berbagai pandangan yang diungkapkan dalam karya seseorang atau sekelompok 
orang selalu ada variasinya. Dengan demikian, studi kepustakaan dilakukan dengan penelaahan 
gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan (rule) yang mengikat objek ilmu 
beserta profesinya. Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis suatu masalah yang menjadi topik 
karya penelitian atau konsepsi tersebut. 
                                                          
128 Imam Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Jilid 2 hlm. 8. 
129Mehmad Rafee, Al Bina` al Maqashidi li al Bahts al Ilmi fi al Iqtishad al Islami. Al Mu`tamar al `Alamy al 
Sabi` li al Iqtishad al Islamy, Markaz al Abhats al Iqtishad al Islamy, Jami`ah al Malik Abdul Aziz, 2007. 
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Zed menyebutkan empat ciri bagi riset kepustakaan. Pertama, peneliti berhadapan 
langsung dengan teks (nash) atau data angka, dan bukan dengan pengetahuan langsung dari 
lapangan. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai dan sudah tersedia di perpustakaan. Ketiga, 
umumnya data pustaka merupakan sumber sekunder, bukan data orisinil dari tangan pertama di 
lapangan. Keempat, kondisi data pustaka bersifat statik, tetap, tidak dibatasi oleh ruang dan 
waktu. Data tersebut merupakan data “mati”, tidak akan pernah berubah karena tersimpan dalam 
rekaman tertulis130. 
Riset kepustakaan dalam bidang ekonomi pada hakikatnya sama dengan bidang ilmu 
sosial lainnya, yang meliputi: objek teori dan konsep yang telah ada, pemikiran para pakar, aspek 
regulasi, aspek praktik yang ada, dan aspek kebahasaan131.  
Penelitian ini akan fokus pada telaah terhadap konsep analisis maqashid syariah yang 
kemudian dijadikan sebagai obyek formal dalam menelaah dan mengevaluasi teori-teori 
kepemilikan bebas (free property right).  Telaah dengan metode maqashid syariah ini penting 
mengingat keterbatasan kapitalis dan sosialis dalam menjelaskan kedudukan kepemilikan 
sumber daya yang tergolong dalam kategori kepemilikan bebas. Diakui bahwa dalam khazanah 
ekonomi Islam dijumpai arus yang berbeda, antara pihak yang menonjolkan individu dan pihak 
yang mengedepankan negara dalam kepemilikannya, sebagaimana yang dianut oleh banyak 
negara dewasa ini. Teori ekonomi Islam juga membuka pintu yang luas bagi negara dan individu 
yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya ini. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber 
yang digunakan bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer di sini adalah buku-buku dan 
kepustakaan yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian yang menjadi 
fokus kajian dan penelitian ini, yaitu teori-teori kepemilikan bebas. Sedangkan sumber bahan 
sekunder terdiri dari dua jenis: (a) sumber bahan yang berupa buku-buku serta kepustakaan yang 
berkaitan dengan objek material, tetapi tidak secara langsung terkait dengan konsep kepemilikan 
bebas yang menjadi objek penelitian, (b) sumber bahan kepustakaan yang berkaitan dengan 
objek formal, yang menyangkut sudut pandang yang digunakan untuk membahas dan mengkaji 
objek material atau buku sebagai pendukung dalam mendeskripsikan objek material peneliti132. 
                                                          
130Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 4-5. 
131Ibnu Subiyanto, Metodologi Penelitian (Ebook), (Jakarta: Universitas Gunadarma, t.t.) hlm. 95. 
132Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 143-144. 
 
Proceedings ICIEF’15, Mataram, 25-27 of August 2015  1097 
 
Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai teknik mengumpulkan bahan. 
Menurut Bungin, metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis133. Nawawi dan 
Hadari menyebut studi dokumen sebagai cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya sebagai buku-buku, 
koran, majalah, dan sejenisnya134. Bagi Arikunto, metode dokumentasi berarti menelaah 
dokumen-dokumen tertulis, baik yang primer maupun sekunder. Kemudian hasil telaah itu 
dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data135. 
Sebagai kajian interdisipliner, penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data 
yang sesuai dengan peta penelitian yang dibimbing oleh masalah dan tujuan penelitian. Guna 
memberi gambaran yang utuh tentang teori-teori kepemilikan bebas, maka kajian ini 
menggunakan metode deskriptif analisis. Berbeda dengan metode deskripsi semata-mata yang 
hanya melakukan eksplorasi dan klasifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial 
dengan tidak mencari hubungan interaksional atau kausalitas dari variabel yang ada sehingga 
dalam menentukan saling hubungan antara ketegori satu dengan lainnya dilakukan dengan 
metode analisis serta interpretasi yang sesuai136. 
Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi untuk mendukung analisis data 
secara deskriptif. Interpretasi adalah memperantarai pesan yang secara eksplisit dan implisit 
termuat dalam realitas137, yang berupa kebudayaan manusia, teks, gejala-gejala sosial budaya 
atau gejala-gejala ekonomi. Di sini peneliti berkedudukan sebagai interpretator yang berhadapan 
dengan kompleksitas bahasa sehingga makna yang terkandung dalam bahasa yang tidak jelas 
menjadi semakin jelas. Secara sederhana, kata Poespoprodjo, proses interpretasi adalah membuat 
suatu makna yang terkandung dalam realitas sebagai objek penelitian yang sulit dipahami dan 




                                                          
133M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 121. 
134Nawawi Hadari dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Jogjakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1992), hlm. 69. 
135Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 
131. 
136Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 257. 
137Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 169. 
138W. Poespoprodjo, Interpretasi, (Bandung: Remadja Karya, 1987) hlm. 192. 
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PEMBAHASAN HASIL 
1. Analisis Maqashid Syariah 
Penggunaan metode maqashid sejatinya menguatkan kembali konsensus ulama yang 
menyatakan bahwa “keseluruhan hukum syara` berorientasi pada kemashlahatan hamba di dunia 
dan akhirat”. Metode ini mencoba melakukan elaborasi antara kaidah-kaidah universal dengan 
aturan-aturan partikular, mengedepankan mashlahah dan menghindari mafsadah, dan 
mempertimbangkan dampak dalam menetapkan suatu hukum dan kebijakan. 
Metode analisis maqashid syari`ah (tujuan-tujuan syariah) pada teknisnya digunakan 
untuk memahami nushush (teks-teks) syar’i yang juz’i (partikular) dalam konteks maqashid 
syari’ah dan mengikatkan sebuah hukum dan kebijakan dengan tujuan utama ditetapkannya 
hukum dan kebijakan itu, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia baik dunia 
maupun akhirat139. Menurut Qardhawi, metode ini diperlukan agar cara pandang agama terhadap 
masalah sosial, politik, dan ekonomi tidak mandul. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn ‘Asyur 
bahwa melupakan pentingnya sisi maqashid dalam syari`ah Islam adalah faktor utama penyebab 
terjadinya stagnasi pada pemahaman agama140. Karena itu peneliti ekonomi Islam mesti 
memahami dengan baik maksud dan tujuan syariah, bahkan dikatakan oleh Rafee bahwa 
meskipun untuk ijtihad pada bidang-bidang lain tidak diharuskan untuk memahami maqashid 




Dalam analisis maqashid ini, paling tidak ada empat prosedur yang digunakan, 




                                                          
139Yusuf Qardhawi, as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Dhau’i Nushuh asy-Syari’ah wa Maqashidiha, (Cairo: Maktabah 
Wahbah, 1998), hlm. 228. 
140Thahir Asyur, Maqashid al-Syari’at al-Islamiyyah, (al-Basair, 1988), hlm. 110. 
141Mehmad Rafee, Al Bina` al Maqashidi li al Bahts al Ilmi fi al Iqtishad al Islami. Al Mu`tamar al `Alamy al 
Sabi` li al Iqtishad al Islamy, Markaz al Abhats al Iqtishad al Islamy, Jami`ah al Malik Abdul Aziz, 2007. 
142Ahmad Raisuni, Nadhariyat al Maqashid ‘Inda al Imam al Syathiby, (Beirut: Al Ma`had al Alamy li al Fikri al 
Islamy-Al Muassasah Al Jami’iyyah li al Dirasat, 1412/1992), hlm. 294-312. 
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Prosedur pertama, Al nushush wa al ahkam bi maqaashidiha (memahami nilai dan ide 
yang terkandung dalam teks-teks otoritatif (Al Quran dan Sunnah) dengan tidak melepaskannya 
dari maqashid (tujuan) syari`ahnya . 
Berbeda dengan Imam Al Dhahiri, penggagas madzhab dhahiriyah (tekstualis) yang 
menolak penggunaan illat (kausa prima) untuk memahami teks, dan menolak qiyas (silogisme) 
dalam perumusan hukum atau konsep143, Imam Al Syatibi menegaskan bahwa bidang ijtihad 
menjadi lebih luas dengan penggunaan illat dan maqashid. Sebuah dalil bila hanya dipahami 
secara tekstual akan menjadi sempit dan beku. Pendekatan maqashid terhadap nushush (teks 
teks) akan memperkaya kontribusinya bagi penyelesaian problem-problem masyarakat.
144
 
Aplikasi dari prosedur ini menempatkan prinsip produktivitas dan pemanfaatan sumber 
daya alam menjadi elemen penting bagi interpretasi ajaran normatif Islam dalam kepemilikan 
dan pengolahan sumber daya alam, di samping prinsip kemitraan145. Allah SWT hanya 
menyediakan sumber daya bagi manusia (taskhir). Sementara optimalisasi sumber daya itu 
menjadi kewajiban dan tanggung jawab manusia. Dengan fisik, akal, dan hatinya manusia 
diharapkan mampu menunaikan peran itu. Bahkan fisik, akal, dan hati juga bagian dari sumber 
daya yang mesti dikelola agar produktif. Alam mesti berdaya, manusia juga harus berdaya. Gagal 
                                                          
143Ali Ahmad bin Hazm, Syarah Al Muhalla, (Mesir: Mathba`ah Imam, t.t.) jilid 8, hlm. 583; Arif Khalil 
Muhammad, Al Imam Dawud al Dhahiri wa Atsaruhu fi al Fiqhi al Islamy, (Kuwait: Dar al Arqam, Cetakan 
Pertama, 1404/1984), hlm. 135-137. 
144Imam Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Jilid 1, hlm. 200. 
145Muhammad A. Zarqa, Nudhum al Tauzi` al Islamiyah, (Jeddah: Majallah Abhats Iqtishad al Islamy Jami`ah 
Malik bin Abd. Aziz, 1404/1994) Vol. 2, hlm. 16. 
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mengelola sumber daya disebut dhalum (sangat dhalim) dan kaffar (sangat mengingkari nikmat) 
(QS. Ibrahim (14): 34). Pemberdayaan sumber daya yang disediakan oleh Allah Swt menjadi 
maqashid kepemilikan, juga maqashid dari kebijakan negara berupa iqtha` dan ihya` al mawat. 
Iqtha` merupakan salah satu mekanisme transfer kepemilikan dan pemanfaatan dari 
negara kepada individu atau kelompok. Mekanisme ini bisa diterapkan pada lahan tanah dan 
tambang. Wewenang negara dalam menerapkan iqtha` ini, oleh Mawardi  sebatas apa yang 
menjadi kewenangannya. Maka tidak boleh menerapkan iqtha` pada sumber daya yang jelas 
kepemilikannya.  Kecuali sebagaimana riwayat Umar bin Khatthab, terhadap sumber daya yang 
dibiarkan tidak produktif dapat diterapkan mekanisme iqtha` di sini, meskipun jelas 
kepemilikannya. Dan dalam hal pengambilan hak, Negara mengeluarkan lisensi yang diberikan 
kepada korporasi atau individu untuk mengeksploitasi.
146
 
Selain iqtha`, ihyau al mawat juga menjadi mekanisme transfer kepemilikan sumber daya 
alam dengan maqashid produktivitas. Al mawaat adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak 
digunakan untuk kemashlahatan publik, karenanya diijinkan menghidupkan kembali (ihya`) 
melalui penanaman dan pemanfaatan147. Tanah mati di sini tidak berarti bahwa tanah tersebut 
tidak dapat diperbaiki, tapi dibutuhkan usaha dan biaya tertentu untuk menghidupkannya 
kembali sehingga menjadi produktif (muntijah). Karena melalui haditsnya, Rasulullah SAW 
mengijinkan siapa saja yang berupaya menghidupkan lahan yang tidak produktif, maka ia berhak 
atas tanah itu (Sunan Abi Daud.( 
Kedua, Al Jam`u baina al kulliyat al `ammah wa al adillah al khashah (mempertemukan 
antara hukum-hukum universal dengan aturan-aturan partikular). Prosedur ini dapat dijelaskan 
bahwa aturan-aturan syariat yang bersifat juz`i (partikular) diatur oleh kaidah-kaidah universal 
yang dimiliki oleh syariat. Kemudian dengan menggunakan prosedur induksi lengkap (istiqra` 
kulli) peneliti dapat beranjak dari aturan-aturan partikular ke hukum-hukum syari`ah universal. 
Di saat peneliti mencermati dalil (aturan partikular), maka ada keharusan untuk menghadirkan 
kaidah-kaidah universal dan tujuan-tujuan umum yang dimiliki oleh syari`ah. Secara aplikasi, 
fakta-fakta partikular ditarik kepada pengambilan kesimpulan yang umum, sedangkan di saat 
yang lain hukum universal selalu dikoreksi oleh fakta-fakta partikular. Proses dialektis 
pemanfaatan kedua metode ini dirumuskan oleh dua aturan yang saling terkait, yaitu: 
                                                          
146Ali bin Muhammad al Mawardi, Al Ahkam al Sulthaniyah, (Beirut: Al Maktab al Islami, 1416/1996), hlm. 293-
306; Muhammad A. Zarqa, ibid., hlm. 16. 
147Muhammad A. Zarqa, ibid., hlm. 15. 
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Konflik antara prinsip-prinsip universal dan beberapa kasus khusus  tidak dapat 
menafikan prinsip universal tersebut. 




Dengan demikian, mengacu pada metode ini, tampak bahwa metode deduktif dan 
induktif dapat digunakan secara simultan dalam perumusan teori-teori ekonomi Islam. Hukum-
hukum ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam fiqih muamalat berperan sebagai dasar 
penilaian atas fakta-fakta ekonomi yang saat ini berkembang. Hukum ini digunakan sebagai 
barometer untuk menerima atau menolak fakta-fakta ekonomi kontemporer dan lebih jauh 
memberikan dasar solusi masalah yang diperlukan. Namun demikian, pada saat yang sama, 
fakta-fakta ekonomi kontemporer juga dapat berfungsi sebagai bahan perumusan hukum 
universal secara lebih baik. 
Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem kapitalis yang cenderung memanjakan individu. 
Bukan pula sosialis yang mementingkan kepentingan kolektif. Tapi sistem ekonomi Islam 
mencoba mempertemukan kedua kepentingan itu dalam perkawinan yang tidak merugikan bagi 
keduanya. Dalam istilah Fanjari, al taufiiq baina al mashalih al mutadlaribah (mempertemukan 
kepentingan-kepentingan yang  kontradiktif)149.   
Melalui aturan-aturan juz`i (partikular) Islam memberikan kelonggaran kepada individu 
untuk memanfaatkan segala hal yang menjadi hak miliknya. Ada kebebasan tasharruf (tindakan) 
terhadap hak milik. Diperbolehkan bagi individu untuk memiliki secara pribadi sumber daya-
sumber daya tertentu yang tergolong al ibahah al `ammah (public property free to all). Akan 
tetapi, dijumpai aturan-aturan universal seperti Al A`raf (7):56, “Dan janganlah kamu membuat 
kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. Disebutkan dalam hadits, 
“Masyarakat berserikat dalam tiga hal: api, air, dan padang rumput”, juga hadits , “Laa 
dlarara walaa dliraara”, janganlah merugikan (orang lain) dan jangan dirugikan (oleh orang 
lain). 
Prosedur mempertemukan aturan partikular dan kaidah universal ini kemudian 
melahirkan konsep pemanfaatan hak milik. Bahwa kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya 
                                                          
148Luai Shafi, The Foundation of Knowledge, A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry, 
(Selangor: IIUM Press, 1996), hlm. 94. 
149Syauqi Fanjari,  Dzatiyat  al Siyasah al Iqtishadiyah al Islamiyah, (Kairo: 1413/1993), hlm. 17. 
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yang tergolong bebas terikat oleh aturan etis, yaitu kemitraan, produktivitas, prioritas, dan 
konservasi. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Zuhaili, bahwa pemanfaatan hak 
milik terikat oleh aturan etis sebagai berikut: (a) tidak digunakan untuk membahayakan orang 
lain; (b) tidak dimanfaatan untuk tujuan yang tidak syar`i; (c) tidak boleh menimbulkan bahaya 
yang lebih besar dari mashlahah (manfaat) yang ingin diraih; (d) tidak menggunakan hak miliki 
yang tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya sehingga merugikan orang lain; dan (e) 
tidak menggunakannya secara serampangan (teledor)150. 
Ketiga, Jalbu al mashalih wa daf`u al mafasid muthlaqan (menciptakan kebaikan dan 
menghindari kerusakan). Aturan-aturan dalam syari’ah tidaklah dibuat untuk syari’ah itu sendiri, 
melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan151. Sejalan dengan hal tersebut, Abu Zahrah juga 
menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam 
syari’ah baik dalam Al Qur’an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan152. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh 
Allah dalam syari’ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan 
menghindarkannya dari segala hal bisa yang membuatnya terpuruk ke dalam kondisi yang buruk, 
tidak saja di dunia namun juga di akhirat.  
Iqtha` dan ihya` al mawat dilakukan dengan mempertimbangkan kemashlahatan yang 
lebih luas, misalnya untuk memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan 
produktivitas, menghindari kerusakan lingkungan, dan memastikan akses masyarakat pada 
kemanfaatannya. Menurut Qardhawi, kerangka yang melandasi proteksi bumi adalah: ibadah, 
sebagai khalifah, dan imarah (keharusan memakmurkannya)153.  
Keempat, I`tibar al Ma-aalat  (menimbang akibat). Pertimbangan dampak dalam 
prosedur analisis maqashid ini memiliki justifikasi qauliyah (normatif-preskiptif) dan fi`liyah 
(positif-empirik)154.  
Larangan hima (pemagaran) oleh individu sesungguhnya merupakan implementasi dari 
kaidah mashlahah `ammah (kepentingan publik) dan prinsip isytiraku al mujtama` (kemitraan 
                                                          
150Wahbah Zuhaili, Al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu, (Dimasyq: Dar Fikr Mu`ashir, Cetakan Ketiga, 1409/1989), 
Jilid 4, hlm. 32-38. 
151Fathi Daraini, al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra’yi fi al-Tasyri, (Dimasyq: Dar al-Kitab al-Hadis, 
1975), 28. 
152Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 336. 
153Yusuf  Qardhawi, Ri`ayatu al Biah fi Syariat al Islam, (Cairo: Dar Syuruq, 2001), hlm. 90. 
154Imam Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Jilid 4, hlm. 196. 
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dalam kepemilikan oleh masyarakat)155. Dengan demikian, makna kedua dirasa lebih tepat, 
sebab pemagaran yang dilakukan oleh pemerintah diperuntukkan bagi kepentingan bersama. 
Seperti yang dipraktikkan oleh Umar bin Khatthab yang memagari lahan Rubdzah untuk 
keperluan pengembalaan hewan-hewan zakat dan kuda-kuda jihad156. 
 Kemitraan masyarakat atas sebagian sumber daya alam, melalui larangan pemagaran 
oleh individu ini untuk guna mereduksi perbedaan individu dalam kepemilikan aset-aset 
produktif157. Dan menjadi otoritas negara dalam mengatur pemanfaatannya. Terhadap sumber 
daya yang tidak mungkin dimiliki oleh individu, seperti fasilitas-fasilitas umum dan beberapa 
jenis sumber daya alam, tidak boleh bagi negara mengkhususkan kepemilikan untuk orang-orang 
tertentu, sebab ia menjadi milik bersama masyarakat. Seperti sumber daya tambang yang 
menjadi milik bersama masyarakat yang dikelola oleh negara. Baik tambang itu berada di lahan 
milik negara, tambang yang berada di lahan milik masyarakat atau komunitas, maupun tambang 
yang berada di lahan milik individu158. 
Konsep hima juga bisa menjadi pencegah dari hancurnya atau punahnya milik bersama 
yang oleh Garret Hardin disebut sebagai the tragedy of the commons159. Hima dianggap sebagai 
model penjagaan milik bersama melalui kearifan lokal yang bersumber pada budaya, tradisi, 
maupun agama. Hima merupakan salah satu kearifan itu yang basisnya bukan saja bersifat 
budaya, tetapi juga bersifat teologis. 
Selanjutnya, prosedur analisis maqashid ini akan digunakan untuk merekonstruksi 
konsep kepemilikan bebas dalam Islam sekaligus untuk mengevaluasi teori-teori dan kebijakan 
atas kepemilikan bebas. 
 
2. Konsep Kepemilikan Individu dalam Islam: Analisis Maqashid Syariah  
Kaidah fundamental bagi konsep kepemilikan dan kepemilikan pribadi dalam Islam adalah 
bahwa Allah sebagai pemilik mutlak atas segala sesuatu, manusia hanya menjadi khalifah-Nya 
                                                          
155Muhammad A. Zarqa, Nudhum al Tauzi` al Islamiyah, (Jeddah: Majallah Abhats Iqtishad al Islamy Jami`ah 
Malik bin Abd. Aziz, 1404/1994) Vol. 2, hlm. 14. 
156Muhammad A. Zarqa, ibid., hlm. 14. 
157Ahmad M. Momny, Tauzi` al Tsarwah al Thabi`iyyah fi al Islam wa al Azmah al Iqtishadiyah al Mu`ashirah: 
Dirasah Muqaranah, (Majallah al Ulum al Insaniyah, Jami`at Amman al Arabiyah li al Dirasat al Ulya, Kulliyah 
al Dirasat al Qanuniyah al Ulya, Kharif  2008), Vol 39/396. 
158Ahmad M. Momny, ibid., Vol 39/396. 
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di muka bumi. Teori khalifah/istikhlaf (perwalian) ini tidak hanya menjadi unsur pokok bagi 
konsep kepemilikan, bahkan bagi keseluruhan sistem-sistem Islam yang lain, sosial dan 
politik160. Urgensi teori  ini bagi ekonomi Islam kembali pada status istikhlaf sebagai dasar 
ideologis yang utama bagi prinsip-prinsip akidah, nilai, akhlak, dan hukum-hukum syara` 
tentang harta dan ekonomi. Maka upaya memahami konsep kepemilikan, bahkan tentang 
penghidupan manusia dan kebutuhan-kebutuhannya –dalam Islam utamanya- tidak bisa 
dilepaskan dari teori  ini. Sikap Islam tentang hubungan antara manusia, kekayaan, dan harta, 
serta hak-haknya, merupakan sikap Islam yang dibangun di atas filsafat kekhalifahan dan 
istikhlaf ini.  
Kekayaan dan harta adalah ciptaan Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia. 
Sesuai dengan filsafat istikhlaf, pemilik yang sebenarnya dan pemilik langsung atas semua 
barang dan kekayaan di dunia ini adalah Sang Penciptanya, yang memberikan dan 
menganugerahkannya kepada manusia.  
Dengan istikhlaf itu pula terletak hubungan manusia dengan harta kekayaan, yaitu 
sebagai pemegang wewenang kekhalifahan. Ia mempunyai wewenang yang dibatasi oleh aturan 
dan batasan pemegang kekhalifahan, yaitu batasan syari'ah Ilahiah. Kekuasaan dan kepemilikan 
yang ia pegang adalah kepemilikan majazi, kepemilikan manfaat saja untuk dikembangkan dan 
didayagunakan. 
Teori kekhalifahan Ilahi yang diberikan kepada manusia adalah kunci filsafat Islam 
dalam masalah kepemilikan harta dan kekayaan. Dan dalam petunjuk sosial filsafat ini, Imam 
Zamakhsyari berkata saat menafsirkan ayat istikhlaf dalam harta: "dan nafkahkanlah sebagian 
dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya" (QS. Al Hadiid (57):7) sebagai 
berikut: 
"Yang Allah SWT maksudkan dalam ayat ini adalah, seakan Dia berfirman kepada 
manusia: 'Harta yang ada dalam genggaman kalian adalah harta Allah, dengan menciptakan dan 
menjadikannya, dan Dia menjadikan semua itu sebagai harta bagi kalian, memberikan hak 
kepada kalian untuk menikmatinya, dan menjadikan kalian sebagai perwakilan Allah dalam 
menggunakan harta itu. Harta itu bukan milik kalian secara hakikat, namun kalian hanya bertugas 
sebagai perwakilan dan pengganti"161. 
                                                          
160 Muhammad Imarah, Al Daulah al Islamiyah baina al Ulmaniyah wa Sulthah al Diniyah, (Kairo: Dar Syuruq, 
1409/1988), hlm. 29. 
161 Mahmud bin Umar Zamakhsyari, Tafsir al Kassyaf, (Kairo: Dar Rayyan li Turats, 1407 H), hlm. 4/61. 
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Eksprimen Islam telah mewujudkan (pada masa kenabian dan Khulafa Rasyidin) 
"kehendak Allah" ini. Saat kehendak itu dibumikan dalam bentuk sistem sosial yang 
menciptakan keamanan sosial bagi manusia dalam bidang penghidupan mereka.  
Dengan demikian bahwa konsep kepemilikan ganda (dual ownership), kepemilikan 
manusia dan kepemilikan Allah, menjadi salah satu karakteristik doktrin Islam dalam 
ekonomi162. Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu selama diperoleh melalui 
cara yang legal. Meski demikian ada keyakinan bahwa segala yang dimiliki oleh individu pada 
akhirnya merupakan milik Allah. Maka kepemilikan manusia atas harta dan aset adalah amanah, 
temporal, dan sekadar hak untuk memanfaatkan163.  
Teori istikhlaf ini berimplikasi pada konsep kepemilikan pribadi dalam Islam sebagai 
berikut: 
1. Bahwa semua benda dan kekayaan yang berada dalam penguasaan manusia adalah milik 
Allah SWT. Dia-lah yang mencipta segala sesuatu, memilikinya, memberikannya kepada 
manusia, dan menetapkan aturan dan tatacara memperolehnya dan pemanfaatannya. 
Pemilikan manusia atas harta adalah milku al al manfa`ah (pemilikan kemanfaatannya), 
bukan penguasaan mutlak. 
2. Hubungan antara individu dengan harta yang berada di tangannya adalah hubungan 
istikhlaf. Hubungan istikhlaf ini selanjutnya meniscayakan adanya tiga hak yang menjadi 
unsur kepemilikan individu, yaitu: hak Allah, hak masyarakat (komunal), dan hak pribadi. 
Dengan demikian pemilikan individu yang sah masih terdapat klaim kepemilikan kolektif 
dalam bagiannya itu yang dapat menjadikannya tidak sah bila tidak terbagi. 
3. Konsekuensi dari tiga hak ini adalah lahirnya konsep distribusi kekayaan yang berbasis 
kemanusiaan, sebagaimana tampak pada lembaga zakat, wakaf, waris, dan sebagainya. 
Seperti kata Zuhaili bahwa kepemilikan itu mempunyai wadhifah ijtima`iyyah (fungsi 
sosial)164.  
Aturan konsep kepemilikan individu dalam Islam ini berseberangan dengan logika 
libertarianisme Nozick yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki dirinya sendiri. Argumen 
                                                          
162UN-Habitat. 2005. Islamic Land Theories and Their Application. Islam, Land & Property  Research Series, 
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 
http://www.landpedia.org/landdoc/Analytical_materials/ILP_1.pdf 
163Iwan Triyuwono, 2000, Akuntansi Syari`ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah, 
Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (4: No. 1, 1-34). 
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Nozick: (1) setiap orang memiliki dirinya sendiri; (2) dunia pada awalnya tidak dimiliki 
siapapun; (3) anda dapat memperoleh hak-hak absolut atas pembagian dunia yang tidak 
seimbang, sejauh anda tidak memperburuk kondisi orang lain; (4) relatif mudah untuk 
memperoleh hak-hak absolut atas pembagian dunia yang tidak seimbang; karena itu (5) 
kepemilikan pribadi adalah suatu yang layak, pasar bebas dalam kapital dan pekerjaan secara 
moral diperlukan165.  
Islam tidak menerima keadaan manusia yang memiliki otoritas tak terbatas dalam 
mengelola kekayaannya. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa pembagian kekayaan milik 
pribadi diperbolehkan hanya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip syara`. Kepemilikan 
merupakan suatu kekuasaan yang diberikan syara` untuk dipergunakan menurut tujuan tertentu, 
dan kekuasan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, kadang kekuasaan itu penuh (taam) 
sehingga pemilik dapat menjual atau memberinya, meminjamkan atau menghadiahkannya, 
mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan-tujuan produktif; tetapi kadang kekuasan itu 
tidak penuh (naqish) sehingga hak-hak si pemilik terbatas166. 
Kepemilikan pribadi dalam Liberalisme sangat menonjolkan self interest sehingga 
kepemilikan menjadi hak absolut bagi diri sendiri. Konsekuensinya, pembatasan terhadap hak 
absolut atas kepemilikan tidak dibenarkan tanpa ijin dari si pemilik. Sementara itu, kepemilikan 
pribadi dalam Islam berangkat dari logika kepemilikan terbatas. Ada syarat-syarat tertentu yang 
membatasi kepemilikan itu sebagaimana juga ada batasan fungsi sosial167. Dalam hal jaminan 
dan pengakuan, prinsip Islam sama dengan liberalisme dan berbeda dengan sosialisme yang tidak 
mengakui kepemilikan pribadi. Jaminan dan pengakuan Islam terhadap kepemilikan pribadi 
berangkat dari realitas manusia. Manusia –dalam kapasitasnya sebagai pribadi- yang memiliki 
berbagai kebutuhan, keinginan dan hasrat yang harus dipenuhi. Islam telah memfasilitasi para 
individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka melalui institusi kepemilikan pribadi, 
yang mana Islam telah membangun dan memformulasikan berbagai dasar dan syaratnya. 
Liberalisme menganggap hak milik pribadi bersifat mutlak dan absolut sementara Islam 
menjadikan kepemilikan pribadi yang diperoleh melalui mandat (istikhlaf) itu tunduk pada moral 
values dan religious obligation yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  
                                                          
165Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan (Terjemah 
Agus Wahyudi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 
166Ibnu Taimiyiyah, Majmu` al Fatwa, (Kairo: Dar Wafa, 1426/2005), halm. 29/18. 
167Syaif Ukasyah, Al Shira` al Hadlari fi al Alam al Islami: Dirasah al Tahliliyah fi Falsafati al Hadlarah ‘Inda 
Malik Ben Nabi, (Damaskus: Dar Fikr, 1406/1986), hal. 72. 
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a. Aturan perolehan dan pendapatan: Kepemilikan pribadi harus sah secara dinan wa qadla-
an (agama dan hukum)168. Kepemilikan itu diperoleh melalui tata cara yang sah untuk 
memperoleh kekayaan. Islam tidak mengakui kepemilikan yang diperoleh melalui cara-
cara yang batil dan merugikan orang lain (QS. Al Nisa` (4):29-30). Dalam musnad 
Ahmad diriwayatkan Hadits Nabi SAW bersabda, “Tidaklah seorang hamba memperoleh 
harta haram kemudian ia menyedekahkannya lalu diterima, dan tidaklah 
menginfakkannya kemudian diberkahi, dan tidaklah ditinggalkan untuk keturunannya 
kecuali menjadi bekal baginya menuju neraka.” (Hadits No. 3673) 
b. Aturan penggunaan dan pemanfaatan: Islam tidak memperkenankan kepemilikan pribadi 
yang tidak dipergunakan, dimanfaatkan dan diberdayakan. Al Quran menyebut perbuatan 
yang menelantarkan kepemilikan kekayaan dan aset ini dengan kanz (menimbun) yang 
akan memperoleh adzab yang pedih (QS. Al Taubah (9):34) karena menjadikan 
kekayaannya sia-sia, mubadzir, dan memiskinkan pemilik dan masyarakatnya. Karena 
itu, Umar bin Khatthab saat menjabat khalifah menyita beberapa aset tanah warganya 
yang tidak dimanfaatkan169.  
Adapun penggunaan dan pemanfaatan hak milik pribadi yang dikehendaki oleh Islam 
adalah: 
a) Penggunaan kekayaan untuk kepentingan pribadi secara seimbang, tidak boros dan tidak 
pelit (QS. Al Isra` (17):29). Penggunaan yang seimbang ini dimaksudkan agar hak milik 
tidak terbuang sia-sia dan bisa dijadikan persediaan untuk kepentingan sustainability di 
luar pendapatan. 
b) Menggunakan kekayaan pribadi tanpa menyebabkan bahaya dan kerugian pada orang 
lain170. Secara umum Islam melarang perbuatan yang bisa membahayakan diri pribadi 
maupun orang lain. La dlarara wa laa dlirar, janganlah merugikan diri sendiri dan orang 
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 
Menggunakan hak milik pribadi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban khusus berupa 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dan kewajiban-kewajiban sosial, seperti zakat 
dan sedekah. Ada fungsi sosial dalam kepemilikan pribadi karena ada hak orang lain 
(fakir miskin) dalam harta yang dimiliki seseorang171. Berbeda dengan Liberalisme yang 
menganggap seseorang tidak dapat digunakan untuk kepentingan orang lain. Tidak ada 
                                                          
168 Ahmad Djalaluddin, Ekonomi Qurani, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 124. 
169Muhammad Mubarak, Nidham al Islam: al Iqtishad, Mabadi wa Qawa`id Ammah, (Syria: Dar Fikr, t.t.) hlm. 
86-87. 
170Ahmad Djalaluddin, op.cit., hlm. 125. 
171Syaif Ukasyah, op.cit., hlm. 72. 
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keseluruhan sosial yang melampaui kehidupan individu, dan tidak ada legitimasi apapun 
bahwa demi kepentingan sosial kehidupan individu dapat dikorbankan172. 
 
Tabel 6.1. 
Teori-teori Hak Milik Pribadi 
No Teori Prinsip Implikasi 
1 Teori Hak 
Alamiah 
1. Natural right to private 
property didasarkan pada 
sifat manusia sebagai 
homo economicus  
2. Pada awalnya dunia ini 
tidak ada yang memiliki 
 
a. Kepemilikan pribadi sebagai hak alamiah 
b. Kepentingan diri sebagai prioritas  
c. Tidak mengenal fungsi sosial kekayaan;  
d. Pajak dan retribusi sosial: perampasan 
atas kepemilikan pribadi; 
e. Enggan menerima kepemilikan publik  
f. Meminimalkan barang-barang publik  
untuk kesejahteraan sosial 
g. Privatisasi atas sumber daya publik  
2 Teori Freedom 
of Ownership 
1. Absolutisme self-interest  
2. Kepemilikan individu 
mutlak  
3. hanya dibatasi oleh  
freedom of ownership 
yang dimiliki orang lain. 
h. Setiap individu diperkenankan memiliki 
semua jenis sumber alam.  
i. Justifikasi kepemilikan individu: fakta 
sebagai manusia dan tidak mencederai 
kebebasan orang lain. 
j. Negara dikonstruksikan sebagai suatu 
badan organisasi (subjek hukum), dapat 




1. Dalam sistem kepemilikan, 
buruh-proletariat menjadi 
korban eksploitasi dan 
alienasi. 
2. Kebebasan individu 
dibatasi 
3. Absolutisme kepemilikan 
kolektif 
 Penghapusan kepemilikan pribadi: 
mengatasi problem eksploitasi dan 
alienasi. 
 Kepentingan kolektif sebagai panglima  
 Negara: akumulasi kekuasaan politik dan 
ekonomi.  
4 Teori Istikhlaf  
 
1. konsep dual ownership: 
kepemilikan manusia & 
kepemilikan Allah 
2. Kepemilikan individu 
terbatas 
3. Kepemilikan kolektif 
dijamin 
4. Sumber daya bukan 
kepemilikan eksklusif 
 Allah sebagai pemilik mutlak  
 Kepemilikan individu terbatas 
 Ada fungsi sosial dalam kepemilikan 
pribadi  
 Kepemilikan kolektif untuk kesejahteraan 
bersama;  
 Sumber daya strategis menjadi hak 
bersama  
 Menolak privatisasi atas sumber daya 
milik publik 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
1. Ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan maqashid syariah. Ekonomi Islam 
merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi yang 
merupakan salah satu tujuan Islam; salah satu instrumen untuk merealisasikan tujuan 
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‘hifdhu al maal’ (menjaga harta) yang merupakan salah satu dari lima jaminan dasar yang 
dijaga oleh syariah; dan menjadi sarana penting untuk menjaga kelangsungan hidup 
manusia. 
2. Hubungan ini menghendaki hadirnya analisis maqashid syariah dalam konstruksi 
konsep-konsep dan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam. Metode analisis maqashid 
syariah pada teknisnya digunakan untuk memahami teks-teks syariah yang partikular 
dalam konteks mengikatkan sebuah hukum dan kebijakan dengan tujuan utama 
ditetapkannya hukum dan kebijakan itu, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh 
manusia baik dunia maupun akhirat. 
3. Analisis maqashid ini melibatkan empat prosedur yaitu: memahami nilai dan ide yang 
terkandung dalam teks-teks otoritatif (Al Quran dan Sunnah) dengan tidak 
melepaskannya dari maqashid (tujuan) syariahnya; mempertemukan antara hukum-
hukum universal dengan aturan-aturan partikular; menciptakan kebaikan dan 
menghindari kerusakan; dan menimbang akibat suatu teori dan kebijakan. 
4. Ketika metode ini digunakan untuk mengevaluasi teori-teori konvensional tentang 
private property rights, maka dihasilkan teori/kebijakan ekonomi Islam yaitu: Allah 
sebagai pemilik mutlak, kepemilikan individu terbatas, ada fungsi sosial dalam 
kepemilikan pribadi, kepemilikan kolektif untuk kesejahteraan bersama, serta sumber 
daya strategis menjadi hak bersama dengan demikian Islam menolak privatisasi atas 
sumber daya milik publik 
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